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ABSTRAK 

 Beragamnya agama di Indonesia tentu mendasari lahirnya aturan-aturan 

yang dibuat pemerintah guna tetap menjaga toleransi antar beragama, selain 

keenam agama yang telah diresmikan oleh negara, masih ada penganut penghayat 

kepercayaan yang hak-haknya masih belum terakomodir oleh negara. Hal ini 

memicu perwakilan dari penghayat kepercayaan mengajukan permohonan 

gugatan agar pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa kolom agama dalam KTP dan 

KK dikosongkan atau tidak diisikan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan 

permohonan para pemohon terkait dengan hasil penetapan putusan ini, sehingga 

memunculkan kehawatiran publik akan terjadinya konflik keberagamaan karena 

putusan ini seolah menyetarakan kepercayaan dengan agama. Atas kekhawatiran 

tersebut menggelitik penulis untuk melihat lebih dekat dan eksplisit kedudukan 

penghayat kepercayaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi melalui sinkronisasi 

keberadaan atau Eksistensi Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta. Guna 

memastikan benar tidaknya kekhawatiran tersebut, dan sejauh apa hak dan 

kedudukan yang dijamin dalam putusan Mahkaah Konstitusi. Apakah Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah menjamin kedudukan dan 

hak-hak penghayat kepercayaan di Yogyakarta? dan Bagaimanakah kedudukan 

penghayat kepercayaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

XIV/2016 Tentang dministrasi Kependudukan ditinjau dari prespektif Maqa>s}id 

Syari’ah ? 
Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini 

adalah penelitian penelitian lapangan (field research), yakni melakukan 

pengamatan langsung dengan wawancara secara mendalam sumber yang telah 

ditentukan berdasarkan pengetahuan peneliti yaitu menggunakan metode 

purposive sampling. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis 

normatif (Statute Approach) dan yuridis empiris atau sosiologis. Pendekatan 

yuridis normatif dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan dan norma 

hukum yang ada dalam masyarakat.  

Hasil penelitan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah 

Konstitusi terkait dengan Penafsirar Hukum Filosofis, Texstual, dan Sosiologis 

dalam memutus perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-

Undang Administrasi Kependudukan, telah memenuhi hak dasar penghayat 

kepercayaan dan memberi keadilan kepada para penganut aliran kepercayaan, 

kemudian jika dilihat dengan kajian Hak Asasi Manusia putusan Mahkamah 

Konstitusi telah mengcover hak penghayat kepercayaan sejalan dengan prinsip 

non diskriminasi, kesetaraan (egaliter) dan universal. Sedangkan apabila ditinjau 

dengan teori Maqasid as-Syari’ah Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut 

dinilai telah sesuai dengan tujuan syariat (Maqāṣid asy-Syarī‘ah) berupa 

penjagaan terhadap agama pada tingkat keniscayaan. 

Kata kunci: Administrasi Kependudukan, Penghayat Kepercayaan, egaliter, non 

diskriminasi, universal, Maqāṣid asy-Syarī‘ah, Toleransi. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

  

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0534b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

HHuurruuff  

AArraabb  
NNaammaa  HHuurruuff  LLaattiinn  KKeetteerraannggaann    

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Bâ‟ B be ة

 Tâ‟ T te ت

 Sâ Ŝ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 Hâ‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khâ‟ Kh ka dan ha خ

 Dâl D de د

 Zâl z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Râ‟ ȓ er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 Sâd ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dâd ḍ de ( dengan titik di bawah) ض

 tâ‟ ṭ te ( dengan titik di bawah) ط

 za‟ ẓ zet ( dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L „el ل

 Mîm M „em و

ٌ Nûn N „en 

 Wâwû W W و

ِ hâ‟ H Ha 

 hamzah „ apostrof ء

 yâ‟ Y Ya ي

 

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 

 ditulis Muta’addidah يتعددّة

 ditulis ‘iddah عدّة
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C. Ta’ Marbūtah di akhir kata 
1. Bila dimatikan tulis h 

 ditulis Hikmah حكًة

 ditulis jizyah جسية

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ditulis Karāmah al-auliyā كراية الاونيبء

 

3. Bila ta’ marbūtah  hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t atau h 

 ditulis Zaka>tul-fit}ri زكبة انفطر
 

D. Vokal pendek 

     َ      ditulis A 

      َ       ditulis I 

      َ       ditulis U 

 

E. Vokal panjang 

1. Fathah + alif 

 جبههية

ditulis 

ditulis 

Ā 

jāhiliyah 

2. Fathah + ya‟ mati 

 تُسى

ditulis 

ditulis 

Ā 

tansā 

3. Fathah + yā‟ mati 

 كريى

ditulis 

ditulis 

 Ī 

karīm 

4. Dammah + wāwu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

Ū 

furūd} 
 

F. Vokal rangkap 

1. Fathah + yā‟ mati 

 بيُكى

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

2. Fathah + wāwu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

Au 

qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 ditulis A’antum أأَتى

 ditulis U’iddat أعدت

رتىنئٍ شك  ditulis La’in syakartum 
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H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah 

 ditulis Al-Qur’an انقرأٌ

 ditulis Al-Qiyas انقيبش

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan hurus 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya 

 ’ditulis As - Sama انسًبء

 ditulis asy- Syams ااشًّص

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 {ditulis Zawi al-furūd ذوي انفروض

 ditulis Ahl as-Sunnah اهم انسُة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia adalah Negara yang kaya akan kemajemukan di dalamnya, 

kemajemukan di Indonesia terdiri dari suku, ras, adat istiadat, golongan dan 

agama. Kemajemukan di Indonesia tercermin dalam semboyan “Bhinneka 

Tunggal Ika” yang artinya berbeda beda tetapi tetap satu. Kemajemukan 

dalam sebuah bangsa merupakan tantangan terbesar bagi bangsa tersebut, 

karena dengan banyaknya keberagaman tentu menimbulkan sisi perbedaan 

yang kelak dapat mendatangkan konflik didalamnya. Banyaknya keberagaman 

di Indonesia justru menjadikan bangsa ini memiliki ciri sendiri dengan 

kekayaan majemukannya, meskipun terjadi beberapa konflk di wilayah-

wilayah tertentu atas dasar perbedaan agama.  

Agama di Indonesia merupakan satu diantara keberagaman yang 

memiliki banyak macam. Keberagaman agama memegang peranan penting 

dalam kehidupan bermasyarakat. Agama berfungsi sebagai pendorong 

manusia dalam bertindak baik, buruk, benar, dan salah. Singkatnya agama 

adalah pegangan atau pedoman hidup manusia yang mengandung nilai dan 

tujuan didalamnya, sehingga mendatangkan manfaat bagi diri dan oranglain.
1
 

Keberadaan agama dalam masyarakat merupakan penyeimbang kehidupan 

dalam setiap bidang baik sosial, ekonomi dan pendidikan. 

                                                 
1

Ishomuddin, Pengantar Sosiologi Agama, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia-UMM 

Press,2002),hlm. 38. 
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Keberadaan agama di Indonesia tercermin dalam Ideologi pancasila 

yakni pada sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu dalam UUD 

1945 termaktub dalam BAB XA (Hak Asasi Manusia) pasal 28E ayat 1-3 

dapat dipahami bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk beragama, 

mendapatkan pendidikan dan pengajaran, meyakini kepercayaan serta berhak 

berserikat, berkumpul dan berpendapat. Selanjutnya dalam UUD 1945 lebih 

dijelaskan secara gamblang mengenai kedudukan agama bagi warga 

negaranya terdapat dalam BAB XI (Agama) pasal 29  ayat 1 dan 2 sebagai 

berikut: 

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa 

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 

dan kepercayaannya itu.
2
 

 

Merujuk pada UUD 1945 bahwa tiap penduduk diberikan hak untuk 

memeluk dan beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing. Hal tersebut 

merupakan sebuah perwujudan perlindungan dan hak asasi setiap WNI untuk 

memeluk dan memilih agama kepercayaannya. Lahirnya undang-undang 

tersebut atas dasar keberagaman agama di Indonesia antara lain: Islam, Hindu, 

Budha, Kristen Protestan, Khatolik  dan Kong Hu Chu. 

Beragamnya agama di Indonesia tentu mendasari lahirnya aturan- 

aturan yang dibuat pemerintah guna tetap menjaga toleransi antar beragama. 

Keberadaan agama di Indonesia dapat dikatakan bahwa agama merupakan 

suatu identitas yang melekat dalam diri warga negaranya. Karena hal tersebut 

memudahkan birokrasi pemerintah dalam mengkualifikasikan antara agama 

                                                 
2
 Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
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dan aturan yang sesuai. Seperti dalam hal pengurusan pernikahan terdapat dua 

lembaga berbeda yang mengaturnya. Sehingga keberadaan agama dalam kartu 

pengenal dan kartu keluarga Warga Negara Idonesia yang dalam hal ini 

disebut Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) merupakan 

hal penting untuk dicantumkan agar mempermudah urusan birokrasi dan 

administrasi kependudukan.   

Keberagaman agama yang dijamin hak-haknya oleh pemerintah 

menjadi salah satu kunci tertibnya kerukunan antar umat beragama. Namun 

ada beberapa penduduk Indonesia yang kolom agama di KTP-nya tidak 

diisikan alias kosong, karena agama yang dianut bukan keenam (Islam, Hindu, 

Budha, Kristen Protestan, Katholik, Kong Hu Cu) agama pada umumnya. 

Problem tersebut dialami keempat penduduk Indonesia  yang diklasifikasi 

sebagai perwakilan dari keempat kepercayaan yang ada di Indonesia yaitu : 

1.Nggay Mehang Tana (Haharu, Sumba Timur, NTT), 2.Pagar Demanra Sirait 

(Uluan, Toba Samosir, Sumatera Utara), 3.Arnol Purba (Medan Belawan, 

Sumatera Utara) 4.Karlim (Kersana, Brebes, jawa tengah), yang kemudian 

keempat penduduk tersebut mengajukan permohonan ke Mahkamah 

Konstitusi dalam perkara pengujian “Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
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Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3
 

Para pemohon tersebut mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi 

yang diwakili dan didampingi para penasehat hukumnya mengajukan 

permohonan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tertanggal 28 

September 2016 berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan nomor 

195/PAN.MK/2016 dan telah tercatat dalam buku register perkara konstitusi 

pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang telah 

diperbaiki dan diterima kembali di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 

tanggal 22 November 2016.
4
  

Hal ini, pada pokoknya meminta agar pelaksanaan Undang-Undang  

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan yang menyatakan bahwa kolom agama dalam Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dikosongkan atau tidak diisikan.
5
 

Kekosongan kolom agama tersebut menghambat aktifitas para pemohon 

“Penghayat Kepercayaan” seperti kesulitan dalam mencari pekerjaan, tidak 

dapat mengakses jaminan sosial, kesulitan mengakses dokumen 

                                                 
3
 Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengajuan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 1.  

4
 Putusan Mahkamah Kostitusi,  Nomor 97/PUU-XIV/2016, hlm. 2. 

5
 Lihat pasal 61 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan 
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kependudukan seperti KTP elektronik, KK, Akta Nikah, dan Akta Kelahiran.
6
 

Berbagai permasalahan dan hambatan yang terjadi merupakan alasan dasar 

pemohon dalam gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Administrasi 

Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK, merupakan lembaga 

yang berwenang menangani dan memutuskan perkara tersebut dengan putusan 

yang bersifat final. Maka atas alasan para pemohon, kemudian Mahkamah 

Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya untuk diakui dan 

dituliskan dalam kolom Agama di KTP dan KK sebagai “Penghayat 

Kepercayaan”. Berikut  Amar Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dibacakan 

oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi hakim 

konstitusi lainnya pada selasa, 07 November 2017 :
7
 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 

2. Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaga Negara Repoblik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia 

Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Repoblik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk 

“kepercayaan”, 

3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan 

                                                 
6
 Putusan Mahkamah Kostitusi, hlm.14. 

7
 Lihat Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, hlm. 154-155. 
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dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara 

Repoblik Indonesia sebagaimana mestinya.   

 

Putusan tersebut menimbulkan banyak pro dan kontra. Dalam hal ini 

penulis melihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat menimbulkan 

polemik baru terhadap dinamika keutuhan dan kerukunan umat beragama di 

Indonesia. Adapun bagi kelompok yang bersikap kontradiktif terhadap 

putusan Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa Pertama, Mahkamah 

Konstitusi dalam proses persidangnnya tidak melibatkan Majelis Ulama’ 

Indonesia (MUI) selaku instansi yang kompeten persoalan agama dan 

kepercayaan.
8

 Kedua, Mahkamah Konstitusi dinilai tidak cermat dalam 

mengkaji agama dan aliran kepercayaan,
9
 Ketiga, bahwa putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut berpotensi akan disalahgunkana dan dimanfaatkan.
10

 

Alasan-alasan tersebut diutarakan karena makna agama dan aliran 

kepercayaan tidak bisa di samakan. Sehingga penulisan kepercayaan di kolom 

agama yang terdapat dalam Kartu Kelurga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (KTP) tidak sesuai. 

                                                 
8

 http://mediaindonesia.com /news/read/133330/din-sebut-sidang-penghayat-

kepercayaandi-mk-dilakukan-diam-diam/2017-11-22, diakses pukul 19.45 WIB pada tanggal 27 

Desember 2017 

9
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171108192924-20-254421/kemenag-

putusanmk-tak-samakan-definisi-agama-kepercayaan, diakses pukul 14.33 WIB pada tanggal 27 

Desember 2017 

10
http://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/13232351/putusan-mk-soal-kolom-

agamadi-ktp-dinilai-berpotensi-disalahgunakan, diakses pukul 14.55 WIB pada tanggal 1 Januari 

2018 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171108192924-20-254421/kemenag-putusanmk-tak-samakan-definisi-agama-kepercayaan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171108192924-20-254421/kemenag-putusanmk-tak-samakan-definisi-agama-kepercayaan
http://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/13232351/putusan-mk-soal-kolom-agamadi-ktp-dinilai-berpotensi-disalahgunakan
http://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/13232351/putusan-mk-soal-kolom-agamadi-ktp-dinilai-berpotensi-disalahgunakan
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Pada pemahaman kelompok yang setuju terhadap putusan Mahkamah 

Konstitusi meyakini bahwa segala pertimbangan hukum oleh hakim 

Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyetarakan hak dan kedudukan 

penghayat kepercayaan di hadapan konstitusi dan Negara Republik Indonesia. 

Maka penulisan kepercayaan dalam kolom KK dan KTP merupakan hal yang 

seharusnya sudah dilakukan sejak dulu.  

Berdasarkan pada respon yang timbul atas putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan, 

penulis berpendapat bahwa perlu adanya langkah berkelanjutan oleh 

pemerintahan untuk membentuk/mengeluarkan kebijakan dalam hal peraturan 

yang mencakup variabel batasan “Penghayat Kepercayaan” tanpa harus 

mendiskriminasi salah satu pihak, kelompok agama atau kelompok 

kepercayaan.  

Definisi penganut penghayat kepercayaan bisa dikategorikan sebagai 

masyarakat yang masih membudidayakan, tradisi, warisan leluhur nenek 

moyang Indonesia yang berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

sebagaimana dikenal dengan animisme dan dinamisme. Keberadaan penghayat 

kepercayaan di Indonesia (agama-agama lokal) sampai saat ini masih ada dan 

berkembang pesat,  terlebih setelah hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi 

2016 silam. 

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang kental 

akan kekhasan budaya lokal. Seperti pelestarian agama lokal peninggalan 

leluhur.  Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Yogyakarta 
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tercatat dalam arsip kelembagaan Majelis Luhur Kepercayaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang disebut MLKI DIY sebanyak 37 jenis 

perkumpulan/paguyuban aliran kepercayaaan (penghayat kepercayaan).  

Adapun jenis aliran tersebut terdiri dari Persada, Sumarah, Sumarah Purbo, 

Angsti Sampurnaning Kautamen, Sukoreno, Hangudi Bawanatata Lahir Batin, 

Mardi Santosaning Budi, Tri Soka, Persatuan Eklasing Budi Murko, Pekri 

Bondan Kejawan, Sastra Jendra, Hardo Pusoro, Palang Putih Nusantara, SBP 

45, Ngesti roso, Minggu Kliwon, DAS, Anggayuh Panglereming Napsu, Hak 

Sejati, Anurogo Sri Sadono,  Tulis Tanpo Papan, Kasampurnaan Jati, Hidup 

Betul, Imbal Wacono, Ngudi Utomo, Trajumas, Jati Luhur, Guru Sejati, Tri 

Jaya, Budoyo Suksmo, Umat Pransuh, Subud, Tri Tunggal Bayu, Aliran 

Kebatinan Perjalanan, Kapribadhen, Ngesti Kasampurnan. Adapun Presentase 

Padepokan Penghayat Kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
11

 

Menarik benang merah atas hipotesa awal penulis terkait langkah 

berkelanjutan yang harus dilakukan pemerintah guna melindungi persatuan 

dan kesatuan negara Indonesia maka penulis tertarik untuk meneliti secara 

eksplisit terkait kedudukan penghayat kepercayaan dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan sinkronisasi terhadap eksistensi 

penghayat kepercayaan, dengan memilih Kota Yogyakarta sebagai lokasi 

penelitian. Dalam hal ini Kota Yogyakarta menempati urutan ketiga sebagai 

                                                 
11

 Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa Indonesia Daerah 

Istimewa Yogyakarta, (Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 2017). 
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kota terbanyak penghayat kepercayaan yang terdiri dari 14 (empat belas) 

Padepokan penghayat kepercayaan.
12

  

Berdasarkan atas apa yang telah penyusun paparkan, Maka penyusun 

tertarik untuk mengambil judul penelitian; “Analisis Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan 

Terhadap Kedudukan Penghayat Kepercayaan (Studi Kasus Penghayat 

Kepercayaan Di Yogyakarta)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka untuk memfokuskan 

kajian dalam penelitian ini dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah 

menjamin kedudukan dan hak-hak penghayat kepercayaan di Yogyakarta? 

2. Bagaiamanakah kedudukan penghayat kepercayaan dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang dministrasi 

Kependudukan ditinjau dari prespektif Maqa>s}id Syari‟ah ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui kedudukan penghayat kepercayaan dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang 

Administrasi Kependudukan. 

                                                 
12

 Ibid.  
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b. Untuk mengetahui pandangan Maqa>s}id Syari‟ah terhadap Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang 

Administrasi Kependudukan. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Aspek Akademis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperoleh 

pengalaman dan menambah daya kritis peneliti dalam proses 

pengembangan diri dan studi ketatanegaraan, semoga hasil riset ini 

dapat memberikan kontribusi dan bantuan bagi penelitian-penelitian 

dengan topik yang mirip atau serupa yang akan dilakukan di kemudian 

hari. 

b. Aspek Pembangunan 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi 

pemerintah Republik Indonesia dalam memperhatikan masyarakat 

Indonesia secara sepenuhnya tanpa membedakan suku, budaya, ras dan 

agama serta menjunjung tinggi asas kesetaraan hak asasi manusia.  

 

D. Kajian Pustaka 

Pertama, karya tulis berupa Tesis oleh Moh. Wahyu, dari Universitas 

Islam Indonesia yang berjudul, “Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di 

Kolom Agama dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk  (Studi 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial 

Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)” pembahsannya 
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berfokus kepada penafsiran Mahkamah Konstisusi yang menyamakan agama 

dan aliran kepercayaan.
13

 Perbedaan yang sangat terlihat dalam penelitian ini 

dengan penelitian yang akan diteliti adalah terletak pada Pendekatan penelitian 

yaitu penulis lebih kepada yuridis normative (Statute Approach) dan yuridis 

empiris atau sosiologis. Sedangkan dalam Tesis ini lebih kepada yuridis 

normative atau dikenal dengan Jenis penelitian studi kepustakaan (library 

research). 

Kedua, karya tulis berupa Jurnal oleh Waristo Raharja Jati, dari 

Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang berjudul “Kearifan Lokal Sebagai 

Resolusi Konflik Keagamaan” Pembahasannya terfokus pada kajian upaya 

penyelesaian Konflik antar umat beragama melalui kearifan local, penelitian 

dilakukan di daerah Maluku.
14

 Perbedaan dalam penelitian ini dengan 

penelitian yang akan diteliti penulis, terletak pada fokus penelitiannya yang 

lebih kepada penyelesaian konflik umat beragama.   

Kedua, karya tulis berupa Jurnal oleh Abu Hapsin dkk,  dari IAIN 

Walisongo Semarang yang berjudul tentang “Urgensi Regulasi Penyelesaian 

Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama” Pembahasannya 

terfokus pada kajian upaya dalam penyelesaian konflik antar umat beragama, 

penelitian dilakukan di daerah jawa tengah yang mewawancarai para tokoh 

                                                 
13

 Moh. Wahyu,  Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama dalam Kartu 

Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk  (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan), (Yogyakarta: 

UII, 2018) 

14
 Waristo Raharja Jati, Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan, Jurnal 

(Yogyakarta: UGM, 2013) 
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lintas agama di Semarang.
15

 Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian 

yang akan diteliti saya terletak pada fokus penelitiannya yang lebih kepada 

penyelesaian konflik umat beragama. 

Ketiga, karya tulis berupa Jurnal oleh Moh Abdul Kholiq Hasan dari 

IAIN Surakarta yang berjudul tentang “Merajut Kerukunan Dalam 

Keragaman Agama Di Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Quran)” 

16
Pembahasannya terfokus pada penerapan Perspektif nilai-nilai luhur Al-

Quran  yang dapat dikembangkan dalam rangka menegakkan berbagai pilar 

yang perlu disepakati bersama dan diaktualisasikan untuk membangun 

kerukunan antarumat beragama. 

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Metode Penafsiaran Konstitusi 

Penafsiran konstitusi atau interpretasi konstitusi atau merupakan 

terjemahan dari constitution interpretation merupakan penafsiran terhadap 

ketentuan-ketentuan undang-undang dasar.
17

 Pada hakekatnya Penafsiran 

konstitusi merupakan inti dari proses penilaian konstitusionalitas suatu 

undang-undang karena pada saat hakim konstitusi memeriksa dan 

memutus perkara pengujian undang-undang disamping harus mengetahui 

                                                 
15

Abu Hapsin, dkk. “Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif 

Tokoh Lintas Agama”, Jurnal  (Semarang: IAIN Walisongo, 2014) 

16
 Moh Abdul Kholiq Hasan. “Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama Di 

Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Quran)” , Jurnal (Surakarta: IAIN Surakarta, 2013)  

17
Albert H Y Chen, The Interpretation of the Basic Law-Common Law and Mainland 

Chinese Prespecties, (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd, 2000), hlm. 1.  
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tafsir dari ketentuan undang-undang yang akan diuji, juga musti 

menafsirkan ketentuan konstitusi yang dijadikan sebagai batu uji. Hal ini 

telah terjadi sejak pertama kali perkara judicial review pada kasus 

Marbury v Madison.
18

 

Dalam studi ilmu konstitusi lazim membahas mengenai perihal 

penafsiran. Hal ini dikarenakan objek pembahasan dalam ilmu konstitusi 

sendiri adalah konstitusi itu pula. Jimly Asshiddiqie mengutarakan bahwa 

studi perihal penafsiran naskah hukum dalam hal ini konstitusi merupakan 

suatu hal yang niscaya, karena gagasan dan semangat yang terkandung 

dalam suatu konstitusi selalu terkait erat dalam ruang dan waktu, dalam 

artian bahwa suatu konstitusi erat kaitannya dengan situasi di mana dan 

ketika naskah hukum itu dirumuskan dan ditetapkan.
19

  

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlob mengemukakan bahwa 

interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan 

hukum yang dimaksudkan agar memberikan penjelasan secara 

komprehensif mengenai suatu naskah hukum agar dapat diterapkan pada 

suatu peristiwa tertentu. Lebih lanjut, metode interpretasi ini adalah sarana 

atau alat untuk mengetahui makna naskah hukum. Mengenai pembenaran 

terhadap apa yang ditafsirkan, itu terletak pada kegunaan untuk 

                                                 
18

Ibid., hlm. 2.  

19
 Jimly Assdhiqqie, Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, (Jakarta: Indo Hill 

Co, 1997), hlm. 14-15.  
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melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan 

metode itu sendiri.
20

 

Terdapat banyak kajian teoretis dari ahli hukum yang 

menyampaikan berbagai model, macam, atau metode penafsiran. 

Berdasarkan pendapat banyak ahli, Jimly Asshiddiqie mengidentifikasikan 

ada 23 (dua puluh tiga) metode penafsiran, yaitu penafsiran literlijk atau 

literal, penafsiran gramatikal, penafsiran restriktif, penafsiran ekstensif, 

penafsiran otentik, penafsiran sistemik, penafsiran sejarah undang-undang, 

penafsiran historis dalam arti luas, penafsiran sosio-historis, penafsiran 

sosiologis, penafsiran teleologis, penafsiran holistik, penafsiran 

tematissistematis, penafsiran antisipatif atau futuristik, penafsiran evolutif-

dinamis, penafsiran komparatif, penafsiran filosofis, penafsiran 

interdisipliner, penafsiran multidisipliner, penafsiran kreatif, penafsiran 

artistik, penafsiran konstruktif, dan penafsiran konversasional.
21

 

Berikut di bawah ini merupakan kajian teori dalam menganalisis 

putusan hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan Nomor 

97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan, penulis hanya 

menggunakan tiga pendekatan teori dalam penafsiran konstitusi yang 

diutarakan berdasarkan pendapat banyak ahli di atas yaitu : 

 

                                                 
20

 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, (Bandung: 

Jendela Mas Pustaka, 2008), hlm. 73-74. 

21
 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, (Jakarta: Sekretariat 

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 290-304.  
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1) Penafsiran filosofis 

Penafsiran filosofis memusatkan perhatian fokus kepada aspek 

filosofis yang terkandung dalam norma-norma hukum yang hendak 

ditafsirkan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan 

dengan permasalahan konstitusional.
22

    

2) Penafsiran Textualist 

Penafsiran Textualist yang mana menjadikan teks sebagai 

acuan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan 

permasalahan konstitusional. Oleh para pakar paham ini disebut juga 

dengan strict constructionism dimana keputusan semata-mata didasari 

kepada pernyataan pada text dalam undang-undang tertulis.
23

 

3) Penafsiran sosiologis 

Penafsiran sosiologis merupakan jaminan merupakan jaminan 

kesungguhan hakim dalam membuat keputusan dalam memutuskan 

perkara yang berkaitan dengan permasalahan konstitusional, karena 

keputusan dapat mewujudkan hukum yang sesuai dengan senyatanya 

dalam masyarakat.
24

   

 

 

                                                 
22

 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara ,(Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2011), hlm. 241. 

23
 Saldi Isra, dkk, Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah 

Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 58.  

24
  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara…, hlm. 226. 
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2. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) 

Secara harfiah, yang dimaksud hak asasi manusia adalah hal pokok 

atau dasar. Hak asasi merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga 

keberadaaannya merupakan suatu keharusan (conditio sin qua non). Tidak 

dapat diganggu gugat, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dari 

segala ancaman, hambatan dan gangguan.
25

 Berdasarkan beberapa 

keterangan di atas, yang dimaksud hak asasi manusia merupakan hak yang 

melekat di dalam diri pribadi individu manusia untuk berdiri dan hidup 

secara merdeka dalam komunitas-komunitas masyarakat. Bangunan dasar 

HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, 

merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan 

banalitas pragmatisme kepentingan kekuasaan, ambisi, dan hasrat. Dengan 

dan atas nama apapun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang mendasar 

harus dilindungi, dipelihara. 

Secara umum, hak asasi manusia dapat di klasifikasikan pada 

empat hak pokok, yaitu:
26

 

1. Hak Individu atau hak-hak yang dimiliki setiap orang. 

2. Hak Kolektif: hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama 

orang lain seperti hak akan perdamaian. 

                                                 
25

 O. C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan 

Terpidana ( Bandung : Alumni : 2006) hlm.60 
26

 Antonio Cassssesse,  Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah, yang diterjemahkan 

oleh: A. Rahman Zainuddin dari judul asli: Humn Rights in a Changing World, (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 1994),18-20. 
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3. Hak Sipil dan Politik (dimuat dalam Internaisonal Convenant on Civil 

and Political Rights dan terdiri dari 33 Pasal). 

4. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (dimuat dalam Internaisonal 

Convenanton Economic. Social and Cultural Rigths dan terdiri dari 13 

Pasal). 

Indonesia dalam menjamin HAM warga negaranya telah 

mencantumkan HAM tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang 

telah diamandemen, yang mana hak tersebut termuat dalam Pasal (Pasal 27, 

28, 29) yang berisi: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul ; 

Kemerdekaan fikiran; Hak bekerja dan hidup; Kemerdekaan beragama. 

Dengan demikian dapat diartikan dalam pandangan hukum positif bahwa 

HAM itu merupakan penjabaran dari UUD 1945 yang telah dituangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Dimana semua bentuk hak-hak manusia terlindungi dan diberikan 

kebebasan.  

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia menjabrakan definisi HAM dalam Pasal 1  bahwa:
27

 

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat 

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 

Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, 

pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 

harkat dan martabat manusia”. 

 

 

                                                 
27

 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1. 
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3. Teori Maqa>s}id as-syari@’ah 

Permasalahan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan 

menggunakan teori Maqa>s}id as-syari@’ah as-Syatibi. Istilah dari Maqa>s}id 

as-syari@’ah dikenalkan Abu Ishaq as-Syatibi yang terkenal dan tertuang 

dalam karyanya Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syatibi juz II. 

Dalam karyanya tersebut as-Syatibi membagi kemaslahatan 

menjadi tiga bagian. Pertama, kategori Primer (ad-daruriyyah), Kedua, 

kategori sekunder (al-hajiyyah), Ketiga, kategori tersier (at-tahsiniyyah). 

Ketiga konsep tersebut saling melengkapi antara yang satu denga yang 

lainnya. Kategori primer (ad-daruriyyah), didalamnya ada lima prinsip, 

yaitu:
28

  

a. Hifdz ad-Din (Terjaminnya hak atas beragama),  

b. Hifdz an-Nafs (Terjaminnya hak hidup seseorang),  

c. Hifdz al-Aql (Terjaminnya pengembangan intelektual), 

d.  Hifdz an-Nasb (Terjaminnya pengembangan keturunan), dan  

e. Hifdz al-Maal (Terjaminnya kepemilikan Harta). 

Maqa>s}id as-syari@’ah yang dikemukakan oleh as-Syatibi, yaitu 

tujuan akhir hukum adalah masalah atau kebaikan dan kesejahteraan 

manusia, maka teori Maqa>s}id as-syari@’ah dalam implementasinya hanya 

dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat yang mengetahui dan 

memahami secara sadar.
29

 

                                                 
28

 Al-Syaitibi, al- Mufaqot Juz II, (Bairut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah,2004), hlm. 222. 

29
 Zainudin Ali, Metode Pebelitian Hukum, cet, ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 

86. 
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Dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori 

Maqa>s}id as-syari@’ah as-Syatibi Jasser Auda. Upaya Jasser Auda dalam 

meneliti, mendayagunakan, dan mengembangkan kembali kajian al-

maqᾱṣid terlihat berbeda dari kajian al-maqᾱṣid sebelumnya, Teori 

kontemporer menunjukkan, misalnya, bahwa ḥifz nasl (pelestarian 

keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai 

mengusulkan adanya sistem social Islami madani. Adapun ḥifz „aql 

(pelestarian akal) berkembang menjadi “pengembangan pemikiran ilmiah”, 

“perjalanan menuntut ilmu”, “menekan mentalitas ikut-ikutan”, bahkan 

“menghindari imigrasi ahli ke luar negeri”.
30

  

Dalam konsep ḥifz al-„irdi (pelestarian kehormatan), berkembang 

menjadi “pelestarian harga diri manusia” dan “menjaga hak-hak asasi 

manusia”. Jasser Auda mengusulkan agar pendekatan berbasis Maqᾱṣid 

terhadap isu hak-hak asasi manusia dapat mendukung deklarasi Islami 

hak-hak asasi manusia universal dan memberikan pandangan bahwa Islam 

dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia. 

Di sisi lain, konsep ḥifz al-dῑn (pelestarian agama) berkembang menjadi 

“kebebasan kepercayaan” dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. Hifz al-

mᾱl (pelestarian harta) berkembang menjadi “pelestarian ekonomi” dan 

menekan jurang antar kelas”.
31

 

                                                 
30

 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah, (Bandung: PT 

Mizan Pustaka, 2015), hlm. 320. 

 
31

 Ibid. 
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Tawaran dalam pemikiran Jasser Auda adalah melakukan kajian, 

pemetaan ulang, dan studi kritis terhadap teori Maqᾱṣid alSyarῑ'ah yang 

telah ada melalui pemaduan kajiannya dengan menggunakan pendekatan 

keilmuan sains (teori sistem) dan keilmuan sosial (pembangunan manusia) 

serta humanities kontemporer seperti isu-isu baru yang terkait dengan 

HAM, gender, hubungan yang harmonis dengan non-Muslim dan begitu 

seterusnya. Hal tersebut didorong karena hasil laporan tahunan United 

Nation Development Programme (UNDP) yang menyebutkan bahwa 

hingga sekarang peringkat Human Development Index (HDI) dunia Islam 

masih rendah.
32

 

 

F. Metode Penelitian 

Agar penelitian ini mampu mencapai tujuan dengan tetap mengacu 

pada standar ilmiah sebuah karya penelitian, penulis mencoba untuk 

menggunakan berbagai metode yang ada sebagai acuan dalam melaksanakan 

penelitian. Adapun diantara metode-metode yang digunakan oleh penulis, 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan 

penelitian ini atau penelitian lapangan (field research),
33

 yakni dengan 

melakukan pengamatan langsung dengan wawancara secara mendalam 

                                                 
32

 Jasser Auda, Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach, 

(London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. xxii. 

 
33

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press 1987), hlm. 51.  
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dengan sumber yang telah ditentukan berdasarkan pengetahuan penelitia 

dengan menggunakan metode purposive sampling. Adapun narasumber 

dalam konteks penelitian ini diposisikan sebagai pengamat bukan sebagai 

unit yang diteliti, dimana narasumber dipilih sesuai dengan kapasitas 

keilmuan dan memiliki hubungan dengan objek yang diteliti.
34

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis 

normatif (Statute Approach) dan yuridis empiris atau sosiologis. 

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengacu pada norma-

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, 

putusan-putusan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat dengan 

mempelajari kesesuaiannya secara hierarkis, sedang pendekatan yuridis 

empiris atau sosiologi yakni dengan melihat kenyataan hukum dalam 

masyarakat dengan melihat interaksi sosial sebagai dasar berpijak dalam 

meneliti.
35

 

3. Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data 

primer dan sekunder.
36

 

 

 

                                                 
34

 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 174-175.  

35
 Zainudin Ali, Metode Pebelitian Hukum,… hlm. 105.   

36
 Ibid., hlm. 106 
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a. Bahan Hukum 

1) Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi 

Kependudukan), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi 

Kependudukan, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang 

berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini. 

2) Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustaakaan yang 

diperoleh dari penelusuran literatur yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Bahan hukum lain sebagai penunjang penulisan 

penelitian ini berupa buku-buku hukum, makalah, artikel, karya 

ilmiah/disertasi, tesis, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3) Bahan hukum tersier juga diperlukan untuk menunjang penelitian 

ini diantaranya Kamus, majalah dan surat kabar.
37

  

b. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara 

mengumpulkan fakta-fakta empiris yang diperoleh langsung dari likasi 

penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber dan 

responden sebagai sumber informasi berkaitan dengan masalah yang 

diteliti, diantaranya: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY, 

Dinas Kebudayaan DIY, Majelis Ulama Indonesia DIY (MUI), Forum 

                                                 
37

 Ibid., 
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Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) DIY, Prof. Dr. Ahmad Syafi’i 

Ma’arif, dan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa Indonesia DIY (MLKI) dalam rangka untuk memperoleh data dan 

informasi terkait dengan penelitian ini. 

 

4. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, sedangkan 

data diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, maka dianalisis 

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode 

kualitatif dengan mendeskripsikan data yang terkumpul, mengklasifikasi, 

menggambarkan, kemudian menguraikan data yang diperoleh dari data 

primer, sekunder, dan tersier. Diantaranya yaitu wawancara dengan 

narasumber dan responden serta pengamatan sebagai proses 

penyederhanaan data, agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan, 

guna menjadi rujukan dalam penyelesaian penelitian. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, pada 

masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih 

terperinci dari setiap bab-nya. 

Bab pertama, pendahuluan berisikan latar belakang masalah, 

perumusan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian telaah 
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pustaka, selanjutnya kerangka teoritik, metode penelitian, dan terakhir 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, membahas mengenai kajian teori yang akan digunakan 

dalam penelitian. Terdapat tiga teori yang akan dijelaskan dalam bab ini yaitu 

Teori Penafsiran Hukum, Teori Hak Asasi Manusia dan penjelasan Teori 

Maqa>s}id as-syari@’ah. 

Bab ketiga, membahas mengenai deskripsi sejarah singkat Mahkamah 

Konstitusi, kedudukan, wewenang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan, 

pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara 

Nomor 97/PUU-XIV/2016 Administrasi Kependudukan, konsep penghayat 

kepercayaan, pengertian penghayat kepercayaan, eksistensi penghayat 

kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Paguyuban Sumarah,  

Bab keempat, membahas mengenai Analisis Kedudukan Penghayat 

Kepercayaan dalam Putusan Mahhkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan terdiri dari, Tinjauan 

Penafsiran Hukum dan Konsep Hak Asasi Manusia , Serta Perspektif Maqa>s}id 

as-syari@’ah dalam melihat kedudukan penghayat kepercayaan.  

Bab kelima, pembahasan akhir yakni penutup dari peulisan tesis , 

terdiri atas kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan intisari dari 

keseluruhan pembahasanse dan saran berisi kritik dan masukan yang sifatnya 

konstruktif.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan data dan pembahasan di atas, maka secara keeluruhan  

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang 

Administrasi Kependudukan yang dikeluarkan pada tanggal 7 

November 2017 telah memberi kedudukan dan keadilan kepada para 

penganut aliran kepercayaan. Dengan demikian, dalam kajian Hak 

Asasi Manusia putusan Mahkamah Konstitusi telah mengcover hak 

penghayat kepercayaan dalam mendapatkan pengakuan dari negara 

berupa dicantumkannya kepercayaan kedalam kolom agama di KTP 

dan KK sejalan dengan prinsip non diskriminasi kesetaraan (egaliter) 

dan universal. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan terhadap 

kedudukan penghayat kepercayaan ditandai oleh kebijakan pemerintah 

salah satunya adalah telah dikeluarkannya surat edaran terkait dengan 

perubahan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda 

Pengenal (KTP).     

2. Berdasarkan tinjauan Maqasid as-Syari‟ah kedudukan penghayat 

kepercayaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan Keputusan dinilai 
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sudah sesuai dengan tujuan syariat (Maqāṣid asy-Syarī„ah) berupa 

penjagaan terhadap agama, Sehingga perlindungan agama menjadi 

dasar perlindungan terhadap hak-hak menjaga jiwa (ḥifż an-nafs), 

menjaga akal (ḥifż al-„aql), menjaga keturunan (ḥifż an-nasl), dan 

menjaga harta (ḥifż al-māl). pada tingkat keniscayaan (ḍarūriyyah) 

pada tataran maqāṣid Umum yang bersifat filosofis.   

B. Saran 

Penulis memberikan beberapa saran sebagai rujukan atas hasil yang 

didapat, yaitu; 

1. Pemerintah selaku lembaga penyelenggara pelayanan publik diharapkan 

untuk meningkatkan pelayanan yang baik dan maksimal, tanpa 

membedakan golongan dan kelompok masyarakat. Sehingga diskriminasi 

seperti yang dialami para penghayat kepercayaan tidak lagi terjadi. 

2. Pemerintah sebaiknya membuat rancangan peraturan perundang-undangan 

sebagai langkah berkelanjutan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

97/PUU-XIV/2016 dalam hal peraturan yang mencakup variabel kejelasan dan 

batasan “Penghayat Kepercayaan” tanpa harus mendiskriminasi salah satu 

pihak, kelompok agama atau kelompok kepercayaan.  

3. Penghayat Kepercayaan harus mampu bersosialisasi di masyarakat tanpa 

harus merasa tersisihkan, agar masyarakat mampu menerima dan terbiasa 

dengan keberadaan penghayat kepercayaan. 

4. Masyarakat harus menyadari bahwa bangsa ini lahir dari perbedaan dan 

pluralisme. Oleh karenanya, harus mampu bersikap saling menghargai, 

bertoleransi tanpa melihat perbedaan ras, agama suku dan strata sosial. 
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